BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam penulisan hukum ini, Penulis membahas tentang peran jaksa terkait
kepentingan umum dan kepentingan korban. Identifikasi masalah yang dibahas
dalam penulisan hukum ini adalah mengenai mewakili siapakah seharusnya jaksa
dalam sebuah sistem peradilan pidana dan mengenai pertimbangan jaksa dimana
terjadi konflik antara kepentingan umum dan kepentingan korban. Adapun yang
dimaksud dengan jaksa mewakili siapa di dalam sebuah sistem peradilan pidana
adalah dimana jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara dan mengedepankan
kepentingan umum harus mewakili korban tindak pidana atau tidak. Kemudian
yang dimaksud dengan adanya konflik antara kepentingan umum dan kepentingan
korban, sebaiknya apa yang harus jaksa lakukan dalam menangani hal tersebut.
Dengan demikian, apabila kita melihat identifikasi masalah di atas dan berdasarkan
uraian serta analisis pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

Identifikasi masalah yang pertama yaitu seharusnya mewakili siapakah

jaksa dalam sebuah sistem peradilan pidana:

1. Jaksa secara yuridis adalah representasi dari Negara dimana jaksa bertindak
untuk dan atas nama negara dalam melakukan tugasnya. Jaksa
mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan lainnya;

2. Ketika terjadi suatu tindak pidana, maka hal tersebut dianggap sebagai
konflik negara dengan pelaku bukan korban dengan pelaku. Karena hukum
pidana sendiri sebagai hukum publik yang mengatur hubungan antara
negara dengan individu, salah satunya ditandai dengan hak dan kewajiban
korban dalam sistem pidana yang diambil alih sepenuhnya oleh Negara;

3. Korban tindak pidana menyerahkan haknya kepada Negara dan Negara

memonopoli reaksi atas tindak pidana tersebut. Jaksa sebagai representasi
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dari Negara seharusnya mewakili kepentingan korban karena korban telah
menyerahkan hak nya kepada Negara;

4. Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana tidak diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, korban hanya menjadi saksi atas
peristiwa pidana yang menimpanya. Kenyataannya korban tindak pidana
adalah pihak yang paling dirugikan atas suatu tindak pidana sehingga
seharusnya korban tindak pidana dilibatkan dalam proses peradilan pidana;

5. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan bahwa:
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya.”

Dalam hal ini Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus
diperlakukan adil sama kedudukannya di dalam hukum. Maka dari itu jaksa
sebagai representasi dari negara harus mewujudkan hal tersebut bagi korban
tindak pidana dalam sebuah peradilan pidana;

6. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa sudah seharusnya Jaksa dalam
melaksanakan tugasnya tidak hanya mewakili Negara tetapi juga mewakili

korban tindak pidana.

Identifikasi masalah yang kedua adalah mengenai pertimbangan Jaksa dimana
terjadi konflik antara kepentingan umum dan kepentingan korban:

1. Secara yuridis maupun teoritis Jaksa ditekankan untuk menjunjung tinggi
kepentingan umum dibandingkan kepentingan lainnya. Dalam terjadinya
konflik antara kepentingan umum dengan kepentingan korban maka Jaksa
harus lebih memilih untuk mengedepankan kepentingan umum. Bahkan
terdapat pasal yang mengatakan bahwa Jaksa Agung diperbolehkan
mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang diatur pada Pasal
35 huruf (c) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyatakan bahwa:
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“Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan

perkara demi kepentingan umum.”

2. Parameter dari “kepentingan umum” itu sendiri belum jelas karena dalam
penjelasan pasal 35 huruf (¢) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
hanya mengatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan
bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”
Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat berakibat bagi

korban tindak pidana;

3. Dengan demikian, dimana terjadi sebuah konflik antara kepentingan umum
dan kepentingan korban, jaksa harus lebih mengedepankan kepentingan
umum karena mau bagaimanapun kepentingan bangsa, negara dan atau
kepentingan msyarakat luas harus lebih dikedepankan daripada kepentingan

individu atau golongan.

5.2 Saran

Berdasarkaan dari permasalahan serta kesimpulan yang menjawab
permasalahan tersebut, maka beberapa saran yang dapat diajukan oleh Penulis
adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengaturan baik itu berupa perundang-undangan ataupun kode
etik jaksa mengenai Jaksa dalam sistem peradilan pidana sebagai
representasi dari Negara juga berperan untuk mewakili korban dalam sistem
peradilan pidana dikarenakan korban sendiri diambil alih haknya oleh
negara maka jaksa yang bertindak untuk dan atas nama negara dalam
melaksanakan tugasnya harus juga memahami bahwa selain
mengedepankan kepentingan umum, ia juga harus mementingkan
kepentingan korban;

2. Diberikannya ruang bagi korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan

Pidana Umum untuk didengar pendapatnya seperti halnya dalam Sistem
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Peradilan Pidana Anak. Tidak ada salahnya jika hal ini diterapkan dalam
Sistem Peradilan Pidana Umum dimana Jaksa dapat mendengar pendapat
dari korban tindak pidana sehingga dalam membuat keputusan Jaksa
menggunakan pendapat korban tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam
mengambil keputusan. Namun dalam hal ini, harus terdapat batasan yang
jelas seperti contohnya hal ini hanya berlaku bagi tindak pidana ringan atau
tindak pidana yang bukan merupakan pengulangan.

. Perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai istilah “kepentingan umum”
dimana sampai saat ini parameternya belum jelas dan rentan untuk
disalahgunakan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan
ketidakadilan bagi korban tindak pidana. Dalam hal terjadi konflik antara
kepentingan umum dan kepentingan korban, kepentingan umum harus lebih
dikedepankan dan hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban,
namun dengan adanya parameter yang jelas mengenai kepentingan umum
itu sendiri maka akan meminimalisir ketidakadilan bagi korban tindak
pidana. Seperti contohnya adalah

Dalam sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang, jaksa dengan
inisiatifnya sendiri dapat mewakili kepentingan korban dengan menanyakan
kepada korban sebagai saksi dan lewat situlah jaksa dapat mengetahui dan
mendengar keadilan dari kacamata korban walaupun secara yuridis tidak
ada pengaturan mengenai jaksa mewakili kepentingan korban namun jaksa

dapat melakukan hal tersebut atas inisiatifnya sendiri.
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